
BUPATI REMBANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

NOMOR "30 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 45 TAHUN 
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 20 i8 

Menimbang 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REMBANG, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2018, Surat 
Edaran Menteri Keuangan RI Nomor 910/ 106/SJ tentang 
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan 
Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang 
diselenggarakan oleh Kabupaten/ Kota pada An.ggaran 
Pendapalan dan Belanja Daerah dan Surat KepuLusan 
Gubemur Jawa Tengah Nomor 420/ 47 tentang Alokasi 
Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Kepada 
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Negeri dan 
Swasta serta Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah 
Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 2018, perlu adanya penyesuaian 
beberapa program kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018; 

b. bahwa dengan adanya usulan pergeseran antar rincian 
obyek bela nja dan pergeseran obyek belanja dari OPD sesuai 
ketentuan dalam Pasal 160 Ayat (2), Ayat {3) dan Ayat (4) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan 
pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja 
berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis 
belanja berkenaan dilakukan dengan mengubah Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; · 



Mengingat 

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Rem bang Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupalen Rembang Tahun Anggaran 2018; 

d. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 33 Tahun 2017 ten tang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018, dana transfer dari Pemerintah Pusat dan alokasi 
bantuan yang bersifat khusus ya11g diterima setelah 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah 
Daerah harus menyesuaikan dengan teriebih dahulu 
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan hu1uf d, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima 
Atas Peraturan Bupati Rem bang Nomor 45 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Rem bang Tahun Anggaran 2018; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan i\J egara yang Bersih dan Be bas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tal1un 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

5. Undang-Undang Nomor 15 Ta.bun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomur 
5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta ng 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
58, Tambal1an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Ta.tiun 2015 tentang 
Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
123); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Ta..l'1un 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun. 2005 N~mor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenta_rig Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemelintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Tnformasi Keuangan naera h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Pera tu.ran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 teritang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stanclar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenta.ng 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tal1un 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

20 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambaha n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 



21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentfu--ig 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59); 

23. Peraturan PemerLn.tah Nomor 2 Tahun 2012 tentEmg Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

24. Peraturan. Presiden Nomor 32 Tahun 2014 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 
Pertama Milik Pemerin tah Daerah (Lem baran 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81}; 

tentang 
Jaminan 

Tingkat 
Negara 

25. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 ten tang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 244); 

26. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Norn.or 123 Ttahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana 
Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 11); 

27. Peraturan Menteri Dc1Jam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Norn.or 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahu.n 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional; 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/ PMK.07 / 2017 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan l);:ierah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 
46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 61); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Pera ngkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahu n 201 7 Nomor 8); 

35. Peraturan Bupati Rem bang Nomor 28 Tahun 2017 ten tang 
Tata Cara Pembentukan Pera turan Bupati dan Keputusan 
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 201 7 
Nomor 28); 

36. Peraturan Bupati Rem bang Nomor 45 Tahun 2017 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DAerah 
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 
Kabupaten Rem bang Tahun 2017 Nomor 45) sebagaimana 
telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Pera turan 
Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 5 Tahun 
2017 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapa tan dan Hclanja 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 29); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATJ TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 
PERATURAN BUPATI REMBANG NO MOR 45 TAHUN 20 17 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018. 



Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 
Tahun 2017 tentang PenJabaran Anggaran Pendapatan dan BelanJa 
Daerah Kabupaten Remba.ng Tahun Anggaran 2018 (Serita Daerah 
Kc1 bupaten Rem bang Tahun 2017 Nomor 451 sebagaimana telah 
beherapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang 
Nt·•mm· 28 Tahur, 2018 tentang Pen.1bahan Keempat AtaR Peraturan 
B• ~pati Rembar1g No::.nor 45 Ta..11.un 2017 ten tang Penjabaran 
.J\ ...... ggaran Pendapatan dan RelanJa Oaerah Kabupaten Rembang 
Tahun Anggaran 2018 {Derita Daerah Kabupate.a Rembang Tahun 
2L-l8 Nomor 29) diubah, ~ebagai berikuL: 

l Ketentuan Lampiran 1, diubah seh1ngga Lampiran I berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I I!le:upakan bagian 
yang t1dak tcrpisahkan dan pcraturan bupati i-11. 

2. Ketentuan Lampiran II, diubah sehingga Lampiran II berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian 
yang t1dak tcrp1saili.kan dari Peraturan Bupatl :m..i. 

Pasal II 

P< ·att.u-an Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seuap orang mengeldhuiuya. rnemennlahkan pengun<langan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
K.i. bupaten Rembang. 

Ditetapka.n di Rembang 
pada Langgal 9 JUii Z.OI 3 

BUPATl REMBANG 

Diundangkan di Rembang_ 
pada tanggal 9 JUii 2-011 
SEKRETARIS DAERAH 
KA.BUPATEN REMBANG 

7) 
SUBAKTl 

BERITA DAER.AH KABUPATEN REMBANG Tt\HUN 2018 NOMOP 5\ 


